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KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR: 1995 Tahun 2012

TENTANG

PERPANJANGAN IZ]N PENYELENGCARAAN PROCRAM STUDI STRATA SATU (S.I)PADA SEKOLAH TTNGGI ACAMA ISLAM NECCNT PAMEKASAN
TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEND]DIKAN ISLAM,

bahwa dalam rangka pengawasan, pengendarian, dan pembinaan program' sltidi pada. Perguruan Tinggi Agama Istam Negeri' dan Swasia [erludikeluarkan Keputusan perpanjangan Izin penyele-nggaraan uagi program
studi yang masa berlakunya telah berakhir;

-bahwa 
program studi shata satu (s.l) pada perguruan Tinggi Agama Islam

]"leqe! (PTAIID telah memenuhi syarat sesriai dengan f.et.itrun y*g
berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelen ggiruur;
bahwa berdasarkan pertimbangan-sebagaimana dii-aksud dalam huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Keputuian Direktur Jenderal pendidikan
islam tentang perpanjangan ijin penyelenggaraan program studi strata satu
(s,1) pada Sekolah TinggiAgama Islam Negeri pamefasan Tahun 20lz;

undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan
Nasional (Lernbaran Negara Republik Indonesia ra-hun 2003 N;;; 7g;
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor a30l);
undang-undang Nomor 39 Tahun 200g tentang Kementerian Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahui 200g Nornor 166,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia Nomor 4916);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan
Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara nipuutit Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lemburun )i"guru Republik Incronesia
Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengai peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Repu6tit Indonesia Tahun 20i 0Nomor i12, Tambahan Lsmbar* Nrgar* Repubrik Indonesia Nomor
5157);
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas; dan
Fungsi Kementerian Negara serta susunan orgaiisasi, Tugas, dan rungsi
Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah oiuuah dJngan peraturan
Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang pedoman
Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
Keputusan Menteri Agama Nomor '156 Tahun 2004 tenrang pedoman
Pengawasan, Pengendalian dan pembinaan program Diproma, Sarjana dan
Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
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8. Keputusan Menteri Agama Nomor 353
Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 387
Peiaksanaan Pembukaan Program Studi

Tahun 2004 tentang Pedoman
Agama Islam;
Tahun 2004 tentang Petunjuk

pada Perguruan Tinggi Agama

{'o

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

l0.Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2009 tentang penetapan

Pembidangan ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan perguruan Tinggi
Agarna;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama;

Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan
Program Stud i PTAI tahap I Tah un 2012 pada tanggal 23 - 25 April 201 2;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN DIREKTUR IENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG
PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
STRATA SATU (S.1) PADA SEKOLAH TINGGI ACAMA ISLA}VI
NEGERI PAMEKASAN TAHLTN 2012.

Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Pendidika'n
Bahasa Arab (S.1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan
Tahun 2012 untuk jangka waktu 5 (ima) tahun sejak ditetapkan.

Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi

tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang

berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai

ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Program Srudi tersebut pada diktum KESATU tidak boleh menyelenggarakan

program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauhlfilial), extention dan

program konversi.

Prograrr studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin
penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin
penyelenggaraan program studi yang bersangkutan.

Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut,

penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA, Direktorat Jenderal Pendidikan Islarn akan

mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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